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Perencanaan anggaran dalam sebuah Negara mutlak diperlukan sebagai instrument 

untuk mencapai stabilitasi suatu pemerintahan dalam jangka waktu tertentu, 

termasuk didalamnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sedangkan pendapatan nasional sendiri memiliki cakupan yang lebih spesifik dari 

APBN itu sendiri dimana pendapatan nasional itu dihitung berdasarkan jumlah 

pendapatan yang diterima oleh seluruh Rumah Tangga Keluarga (RTK) di suatu 

Negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu 

(biasanya dihitung dalam jangka waktu satu tahun). 

Kata Kunci: Negara, Pendapatan, Anggaran 

 

 
A. PENDAHULUAN 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada esensinya 

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. Sebagai mobilisasi dana investasi yang merupakaninstrument untuk 

mengatur pengeluaran dan pendapatan Negara dalam rangka 

menbiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan berupa pembangunan. 

b. Mencapai pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pendapatan 

nasional. 

a. Mencapai stabilitas perekonomian dan menentukanarah serta 

prioritas pembangunan secara umum. 
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Dalam konteks yang lebih spesifik anggaran suatu Negara secara 

sederhana biasa pula kita ibaratkan dengan anggaran rumah tangga 

ataupun anggaran perusahaan yang memiliki 2 (dua) sisi, yakni sisi 

penerimaan/pemasukan dan pengeluaran/pemakaian. 

Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian antara 

kedua sisi tersebut, misalnya sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan 

sangat tergantung pada ada/tidaknya perubahan upah/gaji. Demikian 

pula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga banyak dipengaruhi 

perubahan harga barang dan jasa yang di konsumsi. Jadi, anggaran 

pendapatan dan belanja Negara dalam suatu pemerintahan merupakan 

salah satu yang berperan sebagai tulang punggung dalam menopang 

kehidupan Negara baik itu dalam hal kemakmuran, kesejahteraan, bahkan 

berlangsungnya perkembangan suatu Negara untuk mencapai sebuah 

kemajuan. 

Berbicara mengenai pendapatan nasional, salah satu tolak ukur yang dapat 

digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah 

pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ini 

adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah 

dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan 

agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat 

kemakmuran yang dicapai.1
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 Sadino Sukirno, Mikroekonomi: Teori Pengantar, 2008. Hal 55 
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Selain itu, data pendapatan nasional yang telah dicapai dapat digunakan 

untuk membuat prediksi tentang perekonomian negara tersebut pada 

masa yang akan datang. Prediksi ini dapat digunakan oleh pelaku bisnis 

untuk merencanakan kegiatan ekonominya di masa depan, juga untuk 

merumuskan perencanaan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan 

negara di masa mendatang2. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan 

di bahas dalam makalah ini adalah: 

a. Bagaimana pengertian dan tujuan penyusunan APBN? 

b. Bagaimana struktur APBN saat ini? 

c. Bagaimana fungsi APBN? 

d. Bagaimana Pengertian dan elemen pendapatan nasional? 

 

 
B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian dan tujuan penyusunan APBN 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN itu berisi daftar sistematis dan 

terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara 

selama satu tahun anggaran (rentang waktu antara 1 Januari - 31 

Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN 

setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. 

 

 

 
 

2
 Sadino Sukirno, Mikroekonomi: Teori Pengantar, 2008. Hal 57 
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Setiap tahun pemerintah menyusun APBN. Landasan hukum serta tata 

cara penyusunan APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, 2 

dan 3. Pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)sebagai wujud dari pengelolaan 

keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besanya 

kemakmuran rakyat. Pada pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa Rancangan 

undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh 

Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pada pasal 23 ayat 3 

disebutkan apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan 

Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. 

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN 

dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan 

perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN 

dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, 

Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk 

mendapatkan persetujuan DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi 

bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum 

tersedia anggarannya. Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran 

berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 
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Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan 

penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka 

melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan 

produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang 

cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat 

adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. 

Kebijakan ekonomi makro Indonesia pada dasarnya merupakan 

kesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat bahwa 

konsistensi kebijakan sangat diperlukan dalam mencapai sasaran 

pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh 

karena itu kebijakan ekonomi makro tersebut ditujukan untuk 

memperkuat fundamental ekonomi yang sudah membaik dan 

mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul. Tantangan 

dan sasaran kebijakan ekonomi makro tersebut adalah menjaga stabilitas 

ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas 

peningkatan kualitas dan kinerja perekonomian. 

Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat yang sangat mendasari bagi 

para pelaku ekonomi. Oleh karena itu diperlukan pertumbuhan dengan 

kualitas yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat 

menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi penduduk 

miskin. Sementara itu pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam tahun 

sebelumnya dipandang masih moderat dibandingan dengan masa-masa 

sebelum krisis. Pertumbuhan tersebut masih didukung oleh relatif 

tingginya kontribusi konsumsi, sedangkan dukungan sumber-sumber 
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ekonomi produktif seperti investasi dan ekspor masih harus 

dioptimalkan. 

2. Struktur APBN saat ini 

Mulai tahun 2005, Pemerintah telah mengusulkan penyusunan RAPBN 

dengan menggunakan format baru, yakni anggaran belanja terpadu 

(unified budget). Ini merupakan reformasi besar-besaran di bidang 

anggaran negara dengan tujuan agar ada penghematan belanja negara dan 

memberantas KKN. Selama lebih dari 32 tahun, Pemerintah 

melaksanakan sistem anggaran yang dikenal dengan dual budgeting 

dimana anggaran belanja negara dipisahkan antara anggaran belanja rutin 

dan anggaran pembangunan. Pemisahan anggaran rutin dan anggaran 

pembangunan tersebut semula dimaksudkan untuk menekankan arti 

pentingnya pembangunan, namun dalam pelaksanaannya telah 

menunjukan banyak kelemahan,3 diantaranya: 

a. Duplikasi antara belanja rutin dan belanja pembangunan oleh karena 

kurang tegasnya pemisahan antara kegiatan operasional organisasi 

dan proyek, khususnya proyek-proyek non-fisik. Dengan demikian, 

kinerja sulit diukur karena alokasi dana yang ada tidak 

mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. 

b. Penggunaan dual budgeting mendorong dualisme dalam penyusunan 

daftar perkiraan mata anggaran keluaran (MAK) karena untuk satu 

 

 
 

3
 Anggito Abimanyu, Jurnal Ekonomi Indonesia: Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Stimulus Fiskal di 

Indonesia, 2005 
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jenis belanja, ada MAK yang diciptakan untuk belanja rutin dan ada 

MAK lain yang ditetapkan untuk belanja pembangunan. 

c. Analisis belanja dan biaya program sulit dilakukan karena anggaran 

belanja rutin tidak dibatasi pada pengeluaran untuk operasional dan 

belanja anggaran pembangunan tidak dibatasi pada pengeluaran 

untuk investasi. 

d. Proyek yang menerima anggaran pembangunan diperlakukan sama 

dengan satuan kerja, yaitu sebagai entitas akuntansi, walaupun 

proyek hanya bersifat sementara. Jika proyek sudah selesai atau 

dihentikan tidak ada kesinambungan dalam pertanggungjawaban 

terhadap asset dan kewajiban yang dimiliki proyek tersebut. Hal ini 

selain menimbulkan ketidakefisienan dalam pembiayaan kegiatan 

pemerintahan, juga menyebabkan ketidakjelasan keterkaitan antara 

output/outcome yang dicapai dengan penganggaran organisasi. 

Sebelum tahun 2001, prinsip APBN adalah anggaran berimbang dinamis, 

dimana jumlah penerimaan negara selalu sama dengan pengeluaran negara, 

dan jumlahnya diupayakan meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 

2001 hingga sekarang, prinsip anggaran yang digunakan adalah anggaran 

surplus/defisit. Sejalan dengan itu, format dan struktur APBN berubah 

dari T-Account menjadi I-Account. Format dan struktur I-account yang 

berlaku saat ini terdiri atas (i) pendapatan negara dan hibah, (ii) belanja 

negara, dan (iii) pembiayaan. 

Pendapatan negara dan hibah menampung seluruh pendapatan negara 

yang bersumber dari (1) penerimaan perpajakan, (2) penerimaan negara 

bukan pajak (PNBP), dan (3) hibah. Sedangkan belanja negara 
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menampung seluruh pengeluaran negara, yang terdiri dari (1) belanja 

pemerintah pusat, yang meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan, dan (2) belanja untuk daerah, yang meliputi dana 

perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyeimbang/penyesuaian. 

Selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara akan 

berupa surplus/defisit anggaran. Guna menutup defisit anggaran maka 

diperlukan pembiayaan yang bersumber dari luar pendapatan negara dan 

hibah, yang antara lain bersumber dari (1) pembiayaan dalam negeri, dan 

(2) pembiayaan luar negeri. 

Dalam sistem dual budgeting, pengeluaran rutin dimaksudkan sebagai 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai 

kegiatan rutin pemerintahan, yang terdiri dari (i) belanja pegawai, (ii) 

belanja barang, (iii) pembayaran bunga utang, (iv) subsidi, dan (v) 

pengeluaran rutin lainnya. Sementara itu, pengeluaran pembangunan 

merupakan pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membiayai 

proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja 

pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan sasaran pembangunan 

nasional, baik berupa sasaran fisik maupun nonfisik. Dalam hal ini, 

pengeluaran pembangunan terdiri dari (i) pengeluaran pembangunan 

dalam bentuk pembiayaan rupiah, yang pendanaannya bersumber dari 

dalam negeri dan dari luar negeri dalam bentuk pinjaman program, dan 

(ii) pengeluaran pembangunan dalam bentuk pembiayaan proyek, yang 

pendanaannya bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek. 
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Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan oleh UU No.17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, maka sistem penganggaran mengacu pada 

praktek-praktek yang berlaku secara internasional. Menurut GFS 

(Government Financial Statistics) Manual 2001, sistem penganggaran 

belanja negara secara implisit menggunakan sistem unified budget 

(anggaran terpadu), dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin 

dan pembangunan, sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda 

dari klasifikasi sebelumnya. Dalam hal ini, belanja negara menurut 

klasifikasi ekonomi dikelompokkan ke dalam (1) kompensasi untuk 

pegawai; (2) penggunaan barang dan jasa; (3) kompensasi dari modal 

tetap berkaitan dengan biaya produksi yang dilaksanakan sendiri oleh unit 

organisasi pemerintah; (4) bunga hutang; (5) subsidi; (6) hibah; (7) 

tunjangan sosial (social benefits); dan (8) pengeluaran-pengeluaran lain 

dalam rangka transfer dalam bentuk uang atau barang, dan pembelian 

barang dan jasa dari pihak ketiga untuk dikirim kepada unit lainnya. 

Dalam melaksanakan perubahan format dan struktur belanja negara telah 

dilakukan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian, namun tetap 

mengacu GFS Manual 2001 dan UU No. 17 Tahun 2003. 

3. Fungsi APBN 

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan 

pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan 

menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Diantara 

fungsi APBN diantaranya: 
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a. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi 

dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang 

bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

b. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat 

menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada 

tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan 

sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk 

medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan 

dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan 

nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan 

untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan 

lancar. 

c. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman 

untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian 

akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah 

menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan 

atau tidak. 

d. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan 

untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya 

serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. 
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e. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

f. Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah 

menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan 

fundamental perekonomian. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan 

instrument utama kebijakan fiskal yang sangat mempengaruhi jalannya 

perekonomian dan keputusan-keputusan investasi yang dilakukan para 

pelaku pasar. Hal ini disebabkan APBN secara umum menjabarkan 

rencana kerja dan kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, alokasi sumber-sumber ekonomi yang 

dimiliki, distribusi pendapatan dan kekayaan melalui intervensi kebijakan 

dalam rangka mempengaruhi permintaan dan penawaran faktor produksi 

serta stabilisasi ekonomi makro. Dengan demikian strategi dan 

pengelolaan APBN menjadi isu yang sangat sentral dan penting dalam 

perekonomian suatu negara. 

4. Pengertian dan elemen pendapatan nasional 

Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang 

dihasilkan dalam suatu negara. Pengertian berbeda dituliskan dengan 

huruf besar P dan N, dimana Pendapatan Nasional adalah jumlah 

pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk 

memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.4
 

 

 

 
 

4
 Sadino Sukirno, Mikroekonomi: Teori Pengantar, 2008. Hal 56 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pendapatan nasional adalah 

adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh 

masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun. 

Ada beberapa istilah dalam pendapatan nasional, antara lain: 

a. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan 

jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit- 

unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) 

selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil 

produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang 

asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang- 

barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum 

diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan 

dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor atau disebut juga dengan 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai pasar dari 

semua barang dan jasa final yang diproduksi dalam sebuah negara 

pada suatu periode5, meliputi faktor produksi milik warga negaranya 

sendiri maupun milik warga negara asing yang melakukan produksi 

di dalam negara tersebut. 

b. Produk Nasional Bruto (GNP) 

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB 

meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

 
 

5
 Mankiw N,Gregory. Makro Ekonomi, Terjemahan: Fitria Liza, Imam Nurmawan, 2006. Hal 4 
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penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil 

produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang 

berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi 

perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut atau 

disebut juga dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) merupakan 

nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh 

faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut, termasuk nilai 

produksi yang diwujudkan oleh faktor produksi yang digunakan di 

luar negeri, namun tidak menghitung produksi yang dimiliki 

penduduk atau perusahaan dari negara lain yang digunakan di dalam 

negara tersebut6. 

Rumus 

GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri 

c. Produk Nasional Neto (NNP) 

Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP 

dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula 

disebut replacement). Replacement adalah penggantian barang 

modal/penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam 

proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja 

kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif 

kecil. 

Rumus 

NNP = GNP – Penyusutan 
 

 
 

6
 Sadino Sukirno, Mikroekonomi: Teori Pengantar, 2008. Hal 35 
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d. Pendapatan Nasional Neto (NNI) 

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah 

pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima 

oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI 

dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang 

dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat 

dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, 

dan lain-lain. 

Rumus 

NNI = NNP – Pajak tidak langsung 

e. Pendapatan perseorangan (PI) 

Pendapatan perseorangan (Personal Income) adalah jumlah 

pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, 

termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan 

apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran 

transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan- 

penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, 

melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, 

contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para 

pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan 

sebagainya. 

Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus 

dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap 
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badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah 

laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan 

tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran 

pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap 

perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga 

kerja tersebut tidak lagi bekerja). 

Rumus 

PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi 

+ Iuran jaminan sosial + Pajak perseorangan) 

f. Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI) 

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah 

pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang 

dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan 

menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal 

income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung 

(direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan 

kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib 

pajak, contohnya pajak pendapatan. 

Rumus 

DI = PI – Pajak langsung 

Perhitungan pendapatan nasional dimulai dengan Produk Domestik 

Bruto. PDB itu sendiri dapat dihitung atau diukur dengan tiga macam 

pendekatan yaitu: 

a. Pendekatan Produksi 
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Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah 

suatu negara dalam jangka waktu setahun. Unit-unit produksi yg 

dimaksud secara garis besar dipilah-pilah menjadi 11 sektor atau 

lapangan usaha, yaitu: 

1) Pertanian 

2) Pertambangan dan penggalian 

3) Industri pengolahan 

4) Listrik, gas dan air minum 

5) Bangunan 

6) Perdagangan 

7) Pengangkutan dan komunikasi 

8) Bank dan lembaga keuangan lainnya 

9) Sewa rumah 

10) Pemerintah 

11) Jasa-jasa 

b. Pendekatan Pendapatan 

Menurut pendekatan pendapatan PDB adalah jumlah balas jasa yang 

diterima oleh faktor-faktor yang turut serta dalam proses produksi 

di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Balas jasa yang 

dimaksud meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan 

keuntungan. 

c. Pendekatan Pengeluaran 
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Menurut pendekatan pengeluaran PDB adalah jumlah seluruh 

komponen permintaan akhir meliputi: 

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang 

tidak mencari keuntungan 

2) Pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok 

3) Pengeluaran konsumsi pemerintah 

4) Ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi impor) dalam jangka 

waktu setahun 

 
C. KESIMPULAN 

APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana 

penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Tujuan 

penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan 

negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan 

kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, 

peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta 

pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur 

material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. APBN 

mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan 

stabilisasi. 

Pendapatan nasional adalah adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan 

yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun. Ada 

beberapa istilah dalam pendapatan nasional, antara lain: Produk domestik 

bruto (Gross Domestic Product), Produk Nasional Bruto (Gross National 

Product), Produk Nasional Neto (Net National Product), Pendapatan 
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Nasional Neto (Net National Income), Pendapatan perseorangan (Personal 

Income), dan Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income). 
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